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Me n i mb a n g 


Me n g i n g a t 


KEPUTUSAN 

ME NT E RI PERI NDUSTRI AN DAN PERDAGANGAN 
REPUBLI K I NDONESI A 
NOMOR : 3 60/ MPP/Kep/10/ 1997 

T E N T A N G 

TATA CARA PEMBERIAN SURAT I Zl N 
USAHA PERDAGANGAN Ml NUMAN BERALKOHOL 

ME NT E RI PERI NDUSTRI AN DAN PERDAGANGAN 
REPUBLI K I NDONESI A 

: a. bahwa sebagai tindak lanjut Keput usan 
Surat Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/ 1997 

tanggal 8 Oktober 1997 tentang Pengawasan 
dan Pengendalian Produksi, Imp or, 
Pengedaran Dan Penjualan Minuman 
Beralkohol dan untuk kelancaran 
pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan 
Minuman Beralkohol, maka dipandang 
perlu menetapkan Tata Cara Pemberian 
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol; 

b.bahwa untuk itu perlu dikeluarkan 

Keput usan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan. 


1. Keput usan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas 
Keput usan Presiden Indonesia Nomor 15 

Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi 
Departemen Sebagaimana Telah Dua Puluh 
Lima Kali Diubah, terakhir dengan 
Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 1995; 

2. Keputusan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 1458/Kp/XI1/1984 tentang 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 

sebagai mana telah diubah terakhir dengan 
Keputusan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 3 7 2 /K p / XI / 1 9 8 8; 

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 29/ MPP/ SK/ 2 / 1996 jo. 
Nomor 92 / MPP / Kep / 4 / 1996 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Departemen 
Perindustrian Dan Perdagangan; 

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 84/MPP/Kep/4/1996 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor 
Wi I ayah Departemen Perindustrian Dan 

Perdagangan Di Propinsi Dan Kantor 
Departemen Perindustrian Dan Perdagangan 
Di Kabupaten/Kotamadya; 

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 
tentang Pengawasan dan Pengendalian 
Produksi, Imp or, Pengedaran dan Penjualan 
Minuman Beralkohol. 
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Menet apkan 


M E M U T U S K A N 


KEPUTUSAN MENTERI PERI NDUSTRIAN DAN 
P E RDAGANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN Ml NUMAN 
BERALKOHOL. 


BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang 

mengandung ethanol yang di proses dari 
bahan hasil pertanian yang 

mengandung karbohidrat dengan cara 

fermentasi dan destilasi atau fermentasi 
t anpa destiI a si, bai k dengan cara 
me mb e r i k a n perlakuan terlebih dahulu atau 
tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, 
maupun yang diproses dengan cara 

mencampur konsentrat dengan ethanol atau 
dengan cara pengenceran minuman dengan 

ethanol . 

2. I n d u s t r i Minuman Beralkohol adalah 
perusahaan industri yang memproduksi 
Minuman Beralkohol di Dalam Negeri. 

3. Perusahaan adalah perusahaan yang 

melakukan kegiatan 

dibidang usaha Minuman Beralkohol yang 
dapat ber bent uk Per or angan, 

Persekutuan atau Badan Hukum yang 
berkedudukan di Indonesia. 


4. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah 

penyaluran Minuman Beralkohol untuk 

d i pe r d a g a n g k a n. 

5. I mp o r t i r Minuman Beralkohol adalah 

perusahaan Importir Terdaftar (IT) 

pemilik Angka Pengenal Imp or Umum (API/U) 
yang mendapat izin khusus dari Menteri 

untuk mengimpor Minuman Beralkohol. 

6. Di stri butor adalah perusahaan yang 


ditunjuk Importir Minuman Beralkohol dan 
atau Industri Minuman Beralkohol untuk 
menyalurkan Minuman Beralkohol asal imp or 
dan atau hasil produksi dalam negeri. 

7.Sub Distributor adalah perusahaan yang 
ditunjuk oleh Distributor untuk 
menyalurkan Minuman Beralkohol di wilayah 
t e r t e n t u. 

8.Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) adalah 
perusahaan s e b a g a i ma n a d i ma k s u d dalam 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 33 Tahun 1996 tentang Temp at 
Penimbunan Berikat dan Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
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109/KMK. 00/1993 tentang Toko Bebas Bea 
(Duty Free Shop), yang me n j u a I Minuman 
Beralkohol secara eceran dalam kemasan. 

9. Pengecer adalah perusahaan yang me n j u a I 
secara eceran Minuman Beralkohol khusus 
dalam kemasan. 

10. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah 

Perusahaan yang menjual Minuman 

Beralkohol untuk diminum ditemp at. 

11. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan 
KI a b Malam adalah sebagaimana dimaksud 
dalam Peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n yang 
berlaku di bidang Pariwisata. 

12.Surat Izin Usaha Perdagangan yang 
dislngkat SIUP adalah Surat Izin untuk 
dapat melaksanakan kegiatan Usaha 
Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 
1458/Kp/XI I / 1984 tentang Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP). 

13.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol yang disingkat SIUP MB adalah 
Surat Izin untuk dapat melaksanakan 
kegiatan Usaha Perdagangan khusus Minuman 
Beralkohol golongan B dan C. 

14.Menteri adalah Menteri Peri ndustri an dan 
Perdagangan Republik Indonesia. 


BAB I I 

SURAT I Zl N USAHA PERDAGANGAN 
Ml NUMAN BERALKOHOL 

Pasal 2 

(1) Setiap perusahaan yang melakukan 
kegiatan Usaha Perdagangan Minuman 
Beralkohol golongan B dan C waj i b 
memperoleh SIUP dan SIUP MB. 

(2) SI UPMB berlaku sebagai persyaratan pokok 
untuk melakukan kegiatan Usaha 
Perdagangan Minuman Beralkohol golongan 
BdanCdi seluruh Indonesia. 

(3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan 
kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol 
golongan A, cukup memiliki SIUP dan 
tidak diwajibkan memperoleh SIUP MB. 


Pasal 3 

SIUP MB berlaku selama 3 (tiga) tahun 
terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan 
dapat di perpanj ang, mas i ng - mas i ng setiap 
per panj angan 3 (tiga) t ahun. 


(1) Kewenangan 


Pasal 4 
pemberi an 


SI UP 
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sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) ber a da pa da Merit er i . 

(2) Me n t e ri me I i mp a h k a n kewenangan 

sebagai mana d i ma k s u d p a d a ayat ( 1) 
kepada : 

a. Direktur Jenderal Per dagangan 

Dalam Negeri untuk menerbi tkan SIUP 
MB kepada Importir, Distributor dan 
Sub Distributor Minuman Beralkohol 
golongan B dan C; 

b. Kepala Kant or Wilayah Depart emen 
Peri ndustri an dan Perdagangan untuk 
menerbitkan SIUP MB kepada Pengecer 
Minuman Beralkohol golongan B dan C 
termasuk Toko Bebas Bea dan Penjual 
Langsung Untuk Diminum Minuman 
Beralkohol golongan B dan C. 


BAB III 

TATA CARA PERMI NTAAN SURAT I Zl N USAHA 
PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL (SIUPMB) 

Pasal 5 

(1) Permohonan SIUP MB sebagai mana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 
di aj ukan kepada Di r ekt ur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri, Departemen 
Peri ndustri an dan Perdagangan dengan 
mengisi Surat Permintaan Surat Izin 
Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 
(SPSIUP MB) Formulir Model I sebagai - 
mana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini dengan melampirkan naskah 
asli dan sah beserta Foto Copy ma s i n g - 
masing 1 (satu) eksemplar untuk : 

a. Importir Minuman Beralkohol : 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

2. Surat izin khusus sebagai 
I mp o r ti r d a r i Me n t e r i ; 


b. Distributor Minuman Beralkohol : 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

2. Sur at penunj ukan sebagai 

Distributor dari industri Minuman 

Beralkohol dan atau Importir 
Minuman Beralkohol; 

3. Rekomendasi dari Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan s e t e mp a t (t e mp a t 
distributor berkedudukan); 

c. Sub Distributor Minuman Beralkohol : 

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 

2. Surat Penunj ukan Sebagai Sub 
Distributor dari Distributor; 

3. Rekomendasi dari Kepala Kantor 
Wilayah Departemen Perindustrian 
dan Perdagangan s e t e mp a t (t e mp a t 
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sub distributor ber kedudukan); 

(2) Permi ntaan SIUPMB bagi Pengecer Minuman 
Beraikohol dan Toko Bebas Bea serta 
Penjual Langsung Untuk Diminum Minuman 
Beraikohol golongan B dan C 

sebagai mana dimaksud d a I a m Pasal 4 ayat 
(2) hur uf b di aj ukan kepada Kepal a 
Kant or Wi I ay a h Depa r t emen 

Per i ndustri an dan Perdagangan dengan 
mengisi Surat Permi ntaan Surat Izin 
Usaha Perdagangan Minuman Beraikohol 
(SPSIUP MB) Formulir Model I sebagai - 
mana tercantum dalam Lampiran 

Keput usan ini dengan melampirkan naskah 
asli dan sah beserta Foto Copy masing- 
masing 1 (satu) eksemplar untuk : 

a. Pengecer Minuman Beraikohol dalam 

hal ini Toko Bebas Bea : 


1. Suratlzin Usaha Perdagangan (SI UP); 

2. Surat Izin Toko Bebas Bea dari 
Menteri Keuangan; 

b. Penjual Langsung Untuk Diminum: 


1 


2 


3 


Surat Izin Usaha Perdagangan 

(SI UP) dan at au I zi n Usaha Tet ap 
Hotel atau Restoran dari Menteri 
Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 
atau Ketua Badan Koordinasi 

P e n a n a ma n Modal; 


Re k o me n d a si 
De p a r t e me n 
Perdagangan 
set empat; 

Rekomendasi dari 
Walikotamadya Kepal a 
Tingkat II setempat; 


dari Kepala Kant or 
Perindustrian dan 
Daerah Tingkat II 


Bupat i / 
Daer ah 


c. Penjual Langsung Untuk Diminum khusus 
Hotel Berbintang 3,4 dan 5 serta 
Restoran dengan Tanda Talam Kencana 
dan Talam Selaka : 

Surat Izin Tetap Usaha Hotel atau 
Restoran. 


(3) Naskah asli dan sah dokumen sebagai mana 
d i ma k s u d p a d a ayat ( 1) dan ( 2) 
dikembalikan kepada yang bersangkutan 
bersamaan dengan penyerahan SIUP MB. 

(4) Rekomendasi sebagai mana dimaksud pa da 
ayat (1) huruf b angka 3 dan c angka 3 
dan ayat (2) huruf b angka 3, selambat- 
lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung 
mulai tanggal diterimanya per mi ntaan 
rekomendasi, Kepala Kantor Wilayah atau 
Bupat i / Walikotamadya atau Kepala Kantor 
Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
yang bersangkutan wajib me mb e r i k a n 
rekomendasi atau menolak per mi ntaan 
rekomendasi dengan disertai alasan 
p e n o I a k a n. 


Pasal 6 



rgs-mitra 


6 of 6 


Khusus bagi Hotel Berbi ntang 3,4 dan 5 
s e r t a Restoran dengan Tanda T a I a m Kencana 
dan Talam Selaka yang telah me mi I i k i Izin 
Tetap U s a h a Hotel atau Restoran, untuk 
memperoleh SIUP MB cukup melampirkan Surat 
Izin Tetap Usaha Hotel atau Restoran yang 
a s I i d a n s a h. 


Pasal 7 

Apabila SIUP Perusahaan yang melakukan 
kegiatan usaha Minuman Beralkohol 
me n g a I a mi perubahan sebagai mana dimaksud 
d a I a m Pasal 1 huruf e Keputusan Menteri 
Per dagangan Nomor 1 4 5 8/Kp/XI I / 1 9 8 4, 
perusahaan yang bersangkutan waj i b 
mengganti SIUP MB yang telah diperolehnya. 


Pasal 8 

(1) Direktur Jenderal Perdagangan D a I a m 

Negeri atau Kepala Kant or Wilayah 
Depart emen Perindustrian dan Perdagangan 
set e mp a t s e I a mb a t - I a mb a t n y a 5 ( I i ma) 

hari kerja terhitung mulai tanggal 
diterimanya SPSIUP MB sebagai mana 
dimaksud dal am Pasal 5 secara benar dan 
lengkap, waj i b menerbitkan SIUP MB 
dengan menggunakan For mu Mr Model 
II sebagai mana tercantumdalam Lampiran 
Keput usan ini. 

(2) Apabila pengisian SPSIUP MB belum benar 

dan lengkap, maka Direktur jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri atau Kepala 
Kantor Wilayah yang bersangkutan 
s e I a mb a t - I a mb a t n y a 5 ( I i ma) hari kerja 
terhitung mulai tanggal diterimanya 
SPSIUP MB wajib me mb e r i t a h u k a n secara 
tertulis kepada Perusahaan yang 

bersangkutan disertai alasannya. 

( 3) S e I a mb a t - I a mb a t n y a 3 0 (ti g a p uI u h) hari 
terhitung sejak di-terimanya surat 

p ember i t ahuan sebagai mana dimaksud pa da 
ayat (2), perusahaan yang bersangkutan 
wajib melengkapi persyaratan yang 

d i mi n t a. 

(4) Apabila setelah melebihi jangka waktu 
yang ditentukan sebagai mana dimaksud 
pada ayat (3), perusahaan yang 
bersangkutan tidak melaksanakan 

k e t e n t u a n s e b a g a i ma n a d i ma k s u d pada ayat 
(1), SPSIUP MB ditolak dan perusahaan 
wajib mengajukan SPSIUP MB baru. 


Pasal 9 

Ketentuan dan Tata Cara Permintaan SIUP 
untuk melakukan kegiatan usaha Minuman 
Beralkohol golongan A sebagai mana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3) dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri 
Perdagangan Nomor 1 4 5 8/Kp/XI I/ 1984 

tentang Surat Izin Usaha Perdagangan 
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(SI UP) . 

BAB I V 
PELAPORAN 

P a s a I 10 

(1) Importir Minuman Beralkohol golongan A, 

B dan C wajib mel aporkan setiap 

real i s a s i impornya kepada Direktur 
jenderal Perdagangan I nternasi onal 
dengan t e mb u s a n : 

1. Direktur Jenderal Perdagangan D a I a m 
N e g e r i ; 

2. Direktur Jenderal Pajak; 

3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

4. Direktur jenderal Pengawasan Obat dan 

Makanan; 

5. Kepala Kant or Wilayah Depart emen 
Peri ndustri an dan Perdagangan; dan 

6. Kepala Kantor Departemen/Di nas 
Peri ndu5tri an dan Perdagangan Daerah 
T i n g k a t II. 


(2) Penyampai an laporan sebagai mana 

dimaksud pa da ay at (1) dilaksanakan 
sel ambat-l ambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kalender terhitung mu I a i tanggal barang 
tiba di pelabuhan bongkar dengan 
menggunakan For mu Mr Model III 

sebagai mana tercantum d a I a m L a mp i ran 
Keput u s a n ini. 

P a s a I 11 

(1) Distributor dan Sub Distributor Minuman 
Beralkohol wajib melaporkan realisasi 

pengadaan dan penyaluran Minuman 

Beralkohol golongan A, B dan C kepada 
Direktur jenderal Perdagangan Dalam 

Negeri dengan tembusan : 

1. Direktur jenderal Pajak; 

2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 

3. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan 
Makanan; 

4. Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Peri ndustri an dan Perdagangan; dan 

5. Kepala Kantor Departemen/Di nas 
Peri ndustri an dan Perdagangan Daerah 
T i n g k a t I I . 

( 2) P e n y a mp a i a n laporan s e b a g a i ma n a 

dimaksud pa da ay at (1) dilaksanakan 
setiap triwulan tahun kalender berjalan 
s e ba g ai be ri k ut : 


Tr i wu1 

a n 1 

: 1 j a n u a r i 
31 Mar et. 

s a mp a i 

dengan 

Tr i wu1 

an II 

: 1 April 

30 J uni . 

s a mp a i 

dengan 

Tr i wu1 

an II 

1 : 1 j ul i 

s a mp a i 

dengan 


3 0 September 
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- Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 

31 Des ember. 

dengan menggunakan For mu Mr Model IV 
sebagai mana tercantum pada Lampiran 
Keput usan ini. 

P a s a I 12 

Selain kewajiban sebagai mana dimaksud dalam 
Pasal 9 dan Pasal 10, Perusahaan waj i b 
memberikan informa si mengenai kegiatan 
usahanya apabila sewaktu-waktu diperlukan 
oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 

BAB V 
S A N K S I 

Pasal 13 

(1) Perusahaan Minuman Beralkohol golongan 
A, B dan C diberi peringatan tertulis 
apabila: 

a. tidak melakukan kewajiban sesuai 
ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), 
Pasal 10 dan Pasal 11 Keputusan ini; 
atau 

b. adanya I aporan/pengaduan dari Pejabat 

yang berwenang bahwa perusahaan yang 
bersangkutan melakukan pelanggaran 
jadual penjualan Minuman Beralkohol 
sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat 
(3) Keputusan Menteri Peri ndustri an 
dan Perdagangan No mo r 

359/MPP/Kep/10/1997 tentang 

Pengawasan Dan Pengendalian Produksi, 
Imp or, Pengedaran Dan Penjualan 
Minuman Beralkohol; 

c. adanya I aporan/pengaduan dari Pejabat 

yang berwenang ataupun peme gang 
HAKI bahwa perusahaan yang 

bersangkutan melakukan pelanggaran 

HAKI seperti antara lain Hak Cipta, 
Paten atau Merek; 

d. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat 
yang berwenang bahwa perusahaan yang 
bersangkutan menimbulkan pence ma ran 
I i n g k u n g a n; 

e. Adanya laporan pengaduan dari Pejabat 

yang berwenang bahwa perusahaan yang 
bersangkutan melanggar peraturan 

per undang-undangan. 

(2) Peringatan tertulis sebagai mana dimaksud 
pada ayat (1) di beri kan sebanyak 3 
(tiga) kali berturut-turut dengan 
tenggang waktu ma sing-ma sing 30 (tiga 
puluh) hari kalender oleh Pejabat yang 
berwenang mengeluarkan SIUP dan atau 
SIUP MB dengan menggunakan For mu Mr 
Model V sebagai mana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 
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Pasal 14 

(1) SIUP perusahaan Minuman Beral kohol 
golongan A atau SIUP dan SIUP MB 
perusahaan Minuman Beralkohol golongan B 
dan C di cabut apabiI a : 

a. SIUP dan atau SIUP MB yang 
diperoleh berdasarkan ket erangan/dat a 
yang ti dak benar atau pal s u; atau 

b. Perusahaan yang bersangkutan tidak 

me I a k u k a n perbai kan-perbai kan 

s e t e I a h me I a mp a u i b a t a s wa k t u 
peringatan sebagai mana dimaksud dal am 
Pasal 13 ayat (2) ; 

c. Melanggar ketentuan sebagai mana 
di maksud dal am Pasal 38 ayat (1) 
Keput usan Menteri Peri ndustri an dan 
Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 
tentang Pengawasan Dan Pengendalian 
Produksi, Imp or, Pengedaran Dan 
Penjualan Minuman Beralkohol. 

(2) Pencabutan SIUP dan atau SIUP MB 

s e b a g a i ma n a d i ma k s u d p a d a ayat (1) dan 
ayat (2) diI akukan ol eh Pej abat 
yang berwenang menerbitkan SIUP dan atau 
SIUP MB tanpa p e mb e r i t a h u a n terlebih 
dahulu dengan menggunakan Formulir Model 
VI sebagai mana tercantum dalam 
Lampiran Keput usan ini. 

(3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP MB- 

nya tidak dapat mengajukan 

permohonan untuk memperoleh SIUP MB baru 
dan dimasukan dalam daftar hitam. 

Pasal 15 

Ketentuan dan Tata Cara pencabutan SIUP 
bagi Perusahaan yang melakukan kegiatan 
usaha Minuman Beralkohol dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan dalam Keputusan ini. 

Pasal 16 

Setiap Perusahaan Minuman Beralkohol 
yang dijalankan tidak memenuhi ketentuan 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 
d i k e n a k a n 

sanksi sesuai ketentuan dalam BRO. 1934 
jo. Un d a n g - Un d a n g Nomor 7 Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penindakan Dan 
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
di t et apkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya 

memerintahkan pengumuman Keputusan ini 
dengan menempatkan dalam Berita Negara 
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Republik Indonesia 


Di tetapkan di Jakarta 
Pada t anggal 

ME NT E RI PERI NDUSTRI AN 
DAN PERDAGANGAN R. I . 


T. ARIWIBOWO 



